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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KERJA
SAMA PEMBANGUNAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI,
DAN CIANJUR, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN
2007 TENTANG STANDARISASI SARANA PRASARANA DAN PELAYANAN
LINTAS BATAS PADA POS LINTAS BATAS TRADISIONAL DAN POS LINTAS
BATAS INTERNASIONAL, DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI
DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika hukum yang
berkembang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana
Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas pada Pos Lintas
Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2015
tentang Pemberian Izin Cuti ke Luar Negeri dengan Alasan

Penting bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
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Mengingat

Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu
dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama
Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
dan Cianjur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Prasarana dan
Pelayanan Lintas Batas pada Pos Lintas Batas Tradisional
dan Pos Lintas Batas Internasional, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pemberian
Izin Cuti ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT BADAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, DAN
CIANJUR, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18
TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI SARANA PRASARANA
DAN PELAYANAN LINTAS BATAS PADA POS LINTAS BATAS
TRADISIONAL DAN POS LINTAS BATAS INTERNASIONAL,
DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR
NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan
Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, dan Cianjur;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007
tentang Standarisasi Sarana Prasarana dan Pelayanan
Lintas Batas pada Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos

Lintas Batas Internasional; dan
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2015
tentang Pemberian Izin Cuti ke Luar Negeri dengan
Alasan Penting bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 271),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO



